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Motto dan Persembahan

Molto :
WWWWWM%%@M&MW&@%
Baik fagi dan mendapat hidayah serta udho nya.

Otak mempakan organ tubuh yang terpenting dafam dixi makhluk hidup
e akan jauh Lbif Baik Rofidupannye dari pade manusic yang sefal
mengandalkan otak nya.
(Siregar Family “Darmawan Pribadi”)
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4. Wmamatedkn Fakultas Fukum Universitas Benghul.
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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi terjadinya penglimadi dalam
kehidupan masyarakat yang mengakibatkan terjadommgguan interaksi di
dalam kehidupan masyarakat Desa Lubuk Lesung Kdeamhais. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksargsan hambatan penyelesaian
tindak pidana penghinaan menurut Adat Rejang diaDésbuk Lesung
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara. Metodeelgeam yang digunakan
dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan peratek dalam penelitian ini
menggunakan pendekatan hukum empiris. Data yangralgh melalui
wawancara mendalam dan pengumpulan data sekundlermDanalisa data ini,
data disusun kemudian digolongkan dalam pola, tataa kategori setelah itu
diadakanlah interprestasi, yaitu memberikan maknanjelaskan pola atau
kategori dan juga mencari keterkaitan berbagai d&onsHasil penelitian
menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian tindakgpenghinaan menurut
adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Laisipaten Bengkulu Utara
bahwa penyelesaian yang dilakukan ditingkat kelmamjmana penyelesaian
pelanggaran tersebut terjadi dilingkungan keluaaapara pelanggar norma atau
pelaku dan korbannya juga masih dalam satu keluBeyayelesaian melalui ketua
adat dan penyelesaian melalui lembaga adat. Hambddédéam pelaksanaan
penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Bég@ng di Desa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utaraahdall) Permasalahan
diawali dengan masalah dendam sejak lama, sehisgjgadiselesaikan karena
permasalahan sudah berurat dan berakar; 2) Dalasegrperdamaian kedua
belah pihak saling emosi; 3) Pihak Pelaku tidakygap membayar denda adat
dan 4) Pihak korban meminta hal yang berlebihaamgbroses penyampaian
permohonan maaf terhadap korban.
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ABSTRACT

This research is motivated occurrence of humilmtio the life of the
community interaction that resulted in disruptiarthe lives of villagers in Lubuk
Dimples District of Laish. The purpose of this stwdas to determine the barriers
to implementation and completion of the crime afitempt by Indigenous Rejang
in the village of Lubuk Dimples North Bengkulu Dist of Laish. The method
used in this research is descriptive and approadhis study uses an empirical
approach to the law. Data were obtained througlilejth interviews and
secondary data collection. In this data analydig, data compiled and then
classified in a pattern, theme or category aftewas held interpretation, which
gives meaning, describes a pattern or categoryadsul search for linkage of
various concepts. The results showed that the mmgriéation of the completion of
the crime of contempt by custom in the village ofbluk Dimples Rejang Laish
Bengkulu Utara subdistrict that the settlementaselthe family level, where the
settlement of the violations occurred within thenily and the norm violator or
offender and the victim is still in the family. 8etnent through traditional leaders
and settlement through customary institutions. tations to the completion of
the crime of contempt by custom in the village obuk Dimples Rejang District
of Laish Bengkulu Utara is: 1) The problem beginghwhe problem grudge for a
long time, so it's difficult because the problens leen resolved and the deep-
rooted; 2) In the peace process, both sides ofiemad8) The perpetrator could
not pay the fine tradition and 4) The victim regedsno exaggeration in the
process of delivering an apology to the victim.

Xii



BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut kodratnya manusia itu selalu hidup berséregkelompok).
Dalam perkembangan sejarah manusia tak terdapeangepun yang hidup
menyendiri, terpisah dari kelompok manusia lainrgeguali dalam keadaan
terpaksa dan itupun hanyalah untuk sementara.

Menurut Aristotelesdalam bukunyaC.S.T. Kansilmanusia adalah
“zoon politikon”, artinya bahwa “manusia itu sebagai makhluk padarmga
selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesameusia lainnya, jadi
makhluk yang suka bermasyarakat, oleh karena gdaylang suka bergaul
satu sama lain, maka manusia disebut makhluk &dsMenurutR. Linton
dalam bukuny&inul Pelly, masyarakat adalah :

Setiap kelompok manusia yang telah cukup lama hidiap
bekerjasama, sehingga mereka itu dapat mengorgé&arsadirinya
dan berfikir tentang dirinya sebagai satu kesatsasial dengan
batas-batas tertentu”. Kemudian menufiglo Soemarjandalam
bukunyaZinul Pelly, masyarakat adalah “orang-orang yang hidup
bersama yang menghasilkan kebudayaan”. Kemudianunuien
Herkeyitsdalam bukuny&inul Pelly masyarakat adalah “kelompok

individu yang diorganisasi dan mengikuti cara hitenentu”

! C.S.T. Kansil, 1989Pengantar lImu Hukum dan Pengantar lifiata Hukum
Indonesia Balai Pustaka, Jakarta, Hal. 29.

2 Zainul Pelly, 1997Pengantar SosiologiJSU Press, Medan, Hal. 28-29.



Dalam kehidupan bermasyarakat terjadi interaksiarantindividu
dengan individu lainnya, kelompok dengan kelomp@hkrya dan seterusnya.
Hubungan tersebut dapat menimbulkan hak dan keavagintara satu dengan
yang lainnya. Hubungan yang menimbulkan hak darajban itu telah diatur
dalam peraturan hukum yaitu yang disebut hubungéaorh.

Di antara model-model hukum itu, ada suatu modeéluhu yang
dikenal dengan nama “hukum adat” yaitu suatu mbdkum yang timbul dari
masyarakat, seperti suku bangsa Melayu sebagalygiaem hukum dari
budaya suku bangsa itu. Dari model hukum terselagiatd bertahan dan
berpengaruh karena tetap dipertahankan sebabrbabtg merupakan budaya
suatu bangsa.

Bagi hukum adat cukup dengan adanya asas-asas pgkudk umum,
yang tujuannya diarahkan kepada sasarannya demk mméncapai suasana
masyarakat yang aman, tenteram dan sejahtera, dvdd&a pihak yang
bersangkutan maupun masyarakat secara keselutuhabalam
mempertahankan hukum adat, di mana setiap perrhasatiapat diselesaikan
secara tuntas, terhadap setiap permasalahan yandgaadyang mungkin ada,
karena hukum adat lebih mengutamakan tercapainyjaanu yaitu
kebersamaan dari pada memegang teguh suatu ketenfaiag telah

ditentukan oleh negara.

¥ Kedudukan Hukum Adat  dalam Masyaragkat diakses dari
http://desaciputri.wordpress.caanggal 07 Februari 2014 Pukul 09:38 Wib.

* Ibid.

® Ibid.




Hukum adat sebagai hukum yang mengatur perilakuyanakat,

dilaksanakan melalui keputusan-keputusan terhadapyegbesaian-
penyelesaian yang dikeluarkan oleh penguasa mé&syaraelalui

musyawarah. Dalam hal itu, setiap perkembangan yemadi selalu

diusahakan mendapat tempatnya di dalam tata huklukum adat
tidak hanya mengatur hal-hal sewa menyewa, waasam kebiasaan
lainnya, tetapi juga mengatur tentang segala perilmasyarakat
termasuk dalam hal konflik masyarakat, misalnydpatan menghina
atau saling hina antara warga masyarakat dalamaksiekehidupan
bermasyarakaét.

Provinsi Bengkulu, merupakan salah satu dari psopiin Indonesia
yang kaya akan suku bangsa dan adat istiadat. d¥irf3r Bengkulu dikenal
ada beberapa macam suku bangsa, yaitu suku bamgasagRsuku bangsa
Serawai, suku bangsa Melayu, suku bangsa Lembak,laia sebagainya.
Masing-masing suku bangsa ini memiliki adat istiadgendiri-sendiri,
termasuk masalah penyelesaian sengketa. Denganekaragamnya suku
bangsa yang ada di Propinsi Bengkulu, maka peteriarik untuk mengkaji
salah satu suku bangsa, yaitu suku bangsa Rejangugnya Suku bangsa
Rejang terletak di bagian Utara Provinsi Bengkwddapun yang menjadi
objek kajian penelitian penulis pada suku bangsgrigeadalah mengenai
upaya penyelesaian konflik sosial penghinaam@k yang terjadi sebagai
akibat aktivitas interaksi pergaulan dalam kehigdupaermasyarakat.
Penghinaan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Riddratur didalam
Pasal 310, disebutkan bahwa :

(1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau barka
seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang dnglsu
terang supaya hal itu diketahui umum, diancam lkapamcemaran

® Ibid.



dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan pidana
denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambayamg
disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di mukaum, maka
diancam karena pencemaran tertulis dengan pidamjarpepaling
lama satu tahun empat bulan atau pidana dendagpblnyak
empat ribu lima ratus rupiabh.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran terjikes
perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum &trena
terpaksa untuk membela diri.

Di dalam kehidupan interaksi di masyarakat, pediugienghinaan
khususnya di Desa Lubuk Lesung merupakan salahdesia di Kecamatan
Lais Kabupaten Bengkulu Utara yang masih memegegught adat istiadat di
dalam penyelesaian sengketa di kehidupan masyamaketka lebih memiliki
penyelesaian perbuatan penghinaan secara kekednamganurut hukum adat.
Menurut hukum adat Rejang, setiap konflik yang atdirjdi masyarakat
termasuk penghinaan apabila diselesaikan secarg adika kehidupan
masyarakat akan tetap terjalin dan terjaga dengg&ndan menghapuskan rasa
benci dan dendam di dalam hati mereka yang balsedipabila diselesaikan
menurut hukum pidana, maka kehidupan masyarakatusedrjadi konflik
berkepanjangan, karena antara masyarakat yangribikkakan selalu timbul
dendam untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya.

Berdasarkan hasil pra penelitian penulis pada &n2@ januari 2014

di Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara, yaitDesa Lubuk Lesung,



diperoleh informasi dari tokoh Adafamrin’ tentang salah satu contoh
kejadian perbuatan penghinaan, yaitu :

Zkn salah satu warga Desa Lubuk Lesung di depangawar
masyarakat Lubuk Lesung menyebut secara terangg@mabahwa orang
tuanya telah berhutang kepadanya dan telah duan tadhak bayar dan
melontarkan perkataaan “kalau ngutang tuh marolayamb kalau dak
mampu bayar ngecek ajo,kalau miskin tuh miskin sggogok bak kau
mati telilit utang”. Atas perbuatan tersebut AM gahmalu dan menangis,
padahal menurut AM hutang tersebut telah dibayah alrang tuanya
dahulu semasa masih hidup, hutang tersebut memda§ tibayar
langsung dengan orang tua Zkn, karena kata orangkn hutang tersebut
tidak perlu dibayar dengannya tetapi apabila suthuang langsung saja
sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyerafaauny tersebut
diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk Lesungaditperbuatan
tersebut AM meminta proses penyelesaian masaldtepada Ketua Adat
Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin.

Berdasarkan uraian di atas, maka judul yang dipilittuk diteliti
dalam penelitian adalah‘'Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan
Menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais

Kabupaten Bengkulu Utara”.

. Indentifikasi Permasalahan
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, makagsalahan yang
akan menjadi kajian adalah :
1. Bagaimana pelaksanaan penyelesaian tindak pidarghipaan menurut
Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Laisukaten Bengkulu

Utara ?

" Tamrin, Tokoh Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais KakupBengkulu
Utara, wawancara tanggal 10 Februari 2014.



2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan peajee tindak
pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Luhekung

Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara?

C. Tujuan dan manfaat penelitian
1. Tujuan penelitian

a. Untuk mengetahui pelaksanaan penyelesaian tindnaipenghinaan
menurut Adat Rejang di Desa Lubuk Lesung Kecamdtars
Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan peajabetindak
pidana penghinaan menurut Adat Rejang di Desa Lubesung
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.

2. Manfaat penelitian

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkampalamemberikan
sumbangan pemikiran, informasi dan masukan dalamgkea
pengembangan ilmu hukum, khsususnya hukum pidaata ad

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan atlamemberikan
sumbangan pemikiran bagi pihak yang membutuhkasudnya yang
berkaitan dengan pelaksanaan penyelesaian tindakaipenghinaan

menurut Adat Rejang.



D. Kerangka Pemikiran
1. Penghinaan
Penghinaan menurut ketentuan Pasal 310 sampaird@agal 321
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penghinaan addtsmgaja
menyerang kehormatan atau nama baik seseorang demgauduhkan
sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya haliketaui umum
dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, digekkan atau
ditempelkan di muka umunf”.
Penghinaan di dalam hukum adat, khususnya bahasay rdisebut
“mimak, atau ‘tepalo kecek yang artinya “ucapan yang dikeluarkan
menyakiti hati orang yang dikatakan. Ucapan yakgldarkan tidak sama
dengan yang semestiny&”.
2. Hukum Adat
Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemdaarBahasa
Belanda yaituAdatrecht sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari
Bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kebiadnmun tidak semua
kebiasaan dapat menjadi hukum yang selanjutnydwlistengan hukum

adat®

8 R. Soesilo, 1992Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Penjelasannya
Politea, Bogor. Hal. 312.

°® Hukum Adat dan Norma Serta Tata Cara KehiduparB&iah Kelapa Pinang
Kabupaten Rejang Lebond€lpeak Ukum Adat Ngen Riyan Ca’o Kutei Jang Kalempa
Rejang Lebong Hal. 48.

1% Hilman Hadi Kusuma, 1992engantar llmu Hukum Adaflumni, Bandung, Hal.
1.



Dalam usaha untuk membuat pengertiaan hukum adétéklah
identik dengan usaha membuat suatu istilah karekapannya sangat
luas, sehingga hanya ciri-ciri pokoknya yang ditdéasikan. Dengan
mengemukakan beberapa pendapat sarjana hukum rapk# diperoleh
suatu gambaran relatif lengkap tentang beberapgepismn hukum adat,
antara lain.

Menurut Soerojo Wignjodipoergengertian hukum adat adalah
“suatu hukum yang hidup, karena ia menjelmakangaara hukum yang
nyata dari rakyat. Sesuai dengan sifatnya ini, mialkkum adat terus
menerus dalam keadaan berkembang seperti hidspritliri**

Selanjutnyasoerojo Wignjodipoeranenegaskan kembali bahwa :

Untuk mengetahui apakah orang dengan peraturannhwddat,

orang itu tidak perlu menggunakan teori, tetaphaus meneliti

kenyataan. Apabila hakim menemui, bahwa ada pearmatur
peraturan adat, tindakan-tindakan yang oleh adatlakan-
tindakan yang oleh masyarakat dianggap patut dawiket para
penduduk serta ada persamaan umum yang menyata&kbwa
peraturan-peraturan itu harus dipertahankan olglalaeadat dan
petugas hukum lainnya, maka peraturan-peraturanitdéerang
bersifat hukunt?

Di dalam penulisan ini difokuskan pada hukum AdeafaRg, untuk
menyelami dan memahami hukum adat suku bangsagrefaemang

diperlukan benar pengetahuan tentang sejarah sakgsh itu. Sebelum

kita membicarakan hukum adat mereka, perlu rasditgeangkan terlebih

' Sperojo Wignjodipoero, 199Pengantar dan azas-azas Hukum Adaunung
Agung, Jakarta, Hal. 243.
2 Ibid., Hal. 75.



dahulu,seluk beluk atau susunan masyarakat huk@annadreka, karena
sangatlah erat sekali hubungan antara kedua pamsteasebut®

Menurut Abdullah Siddik bahwa “asal-mula tempatikethn suku
bangsa rejang ialah di wilayah Lebong sekarang.ekéerberasal dari

empat petulai, yaitu jurukalang, bermani, selupu tidai atau tubeui*

3. Penyelesaian Konflik Adat

Masyarakat dan konflik merupakan satu kesatuan yiaak
terpisahkan dan bersifat alamiah. Menukla Liliweri, bahwa :

Konflik itu normal dan tidak dapat dielakkan separy ada

interaksi dan kerjasama antar manusia. Konflik mamgpi

berbagai bentuk misalnya konflik antar pribadi,aartelompok,
konflik antar organisasi dan lain sebagainya. K&nfpada
dasarnya memiliki beberapa unsur yaitu ada duakpyeng
terlibat, ada tujuan yang dijadikan sasaran, auldakan dan ada
situasi yang melahirkan sebuah pertentartgan.

Konflik sering dianggap sebagai sesuatu yang negaérugikan
dan mengganggu kestabilan. Tetapi pada dasarnybkkoempunyai sisi
lain yang berdaya positif yaitu sebagai sebuahgsr@senuju perubahan.
Sehingga konflik harus diakui keberadaannya, djothimanajemen, dan
diubah menjadi kekuatan untuk menuju perubahan paitg®

Ada banyak pendekatan yang sering dilakukan untekakokan

penyelasaian konflik, misalnya model penyelesaiarddsarkan

sumber konflik, model boulding, model posisi kepagdn dan
kebutuhan, model intervensi pihak ketiga dan banygaklel yang

13 Abdullah Siddik, 1980Hukum Adat RejandBalai Pustaka, Jakarta. Hal. 101.
14 i
Ibid.
5 Alo Liliweri, 2009, Prasangka dan Konflik, Komunikasi Lintas Budaya
Masyarakat Multikultuy LKIS, Yogyakarta. Hal. 246.
16 ||hi
Ibid.



lainnya. Dalam penyelesaian konflik biasanya menggan
pendekatan-pendekatan teori universal dan mengadagsluar.
Sehingga terkadang berakibat tidak munculnya pesg&n yang
berkelanjutan, akhirnya konflik menjadi perulanggang tidak
memberikan perubahan positif bagi masyarakat.

Ada varian lain dari pendekatan penyelesaian Kowting sering
dilupakan yaitu kearifan lokal Igcal wisdon). Dalam masyarakat
majemuk seperti Bangsa Indonesia terdapat bany&kli skearifan-
kearifan lokal yang sangat potensial dalam penge&askonflik untuk
menciptakan damapéacg.’® Misalnya :

Dalihan Natolu (Tapanuli), Rumah Betang (Kalimanfiengah),

Menyama Braya (Bali), Saling Jot dan Saling Pelgaan(NTB),

Siro yo Ingsun, Ingsun yo Siro (Jawa Timur), Aldora Asal

Kelakon (Jawa Tengah/DI Yogyakarta), Basusun Sirih

(Melayu/Sumatera), dan Peradilan Adat Clan Selumbohg

(Bengkulu)*®

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal wnlengana
peradilan adat :

Peradilan adat adalah acara yang berlaku menukuanihuadat

dalam memeriksa, mempertimbangkan, memutuskan dan

menyelesaikan suatu perkara kesalahan adat. Huklath tialak
mengenal instansi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Penjara.

Tugas pengusutan, penuntutan, peradilan dilaksanatiegh

prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh ocaagg mud&®

Sistem peradilan dilakukan oleh majelis prowatin ng/a
bermusyawarah dibalai adat atau dirumah kepala Bddaerah Lampung

biasanya kepala adat didampingi oleh seorapgnglaki (pengantar

acara). Keputusan penyelesaian diambil atas dasesyawarah dan

' Ibid.

'8 Agus SriyantoPenyelesaian Konflik Berbasis Budaya Lokhirnal Studi Islam
dan Budaya. http://ibda.wordpress.com. Minggu, dr&udri 2014. Pukul. 07.15 Wib.

91bid.

2 Hilman HadikusumaQp. Cit, Hal. 106.
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mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang teddiri pemuka desa
yang mengetahui betul keadaan penduduk dan waegayad*

Penyelesaian suatu pelanggaran adat dalam masyasaka
bangsa Rejang diselesaikan dengan cara musyawanghbyasa disebut
dengan musyawarah adat oleh seorang ketua adaingkh di Sumatera
Selatan tidak semua perkara diputuskan oleh pasiedfagai mana dicatat
dalam Simbur Tjahaja, bahwa:

Jika terjadi sumbang didalam dusun maka perkaratidtak boleh

diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara ini hknga dibawa

kepada rapat besar (hukum raja). “Sumbang besaskintehukum
lagi buat “pembasuh dusun” seekor kerbau dan sumkeail seekor
kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperluan ksddezang cukup.

(Pas 27 Bab 1 h.13 S. T)j)

Sedangkan bahan pembanding dapat digunakan ketentaag
berlaku di Wojo (Bugis) lembaga peradilan adat yditgkukan oleh “hakim
majemuk” yang terdiri dari banyak anggota prowatamg dapat sampai 40
orang anggota. Di Lampung hal seperti ini masiHalzer tetapi hanya 5-7
orang anggota untuk menyelesaikan perkara adaduwanh istilah pasirah dan
raad marga sudah tidak ada I&gi.

Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan pelsmggiorma
adat dapat dibagi beberapa tahap, yaitu, penyatesditingkat keluarga,

penyelesaian melalui musyawarah adat yang dipirolgh tua-tua adat, yang

kemudian dikuatkan oleh Kepala Desa. Prosedur pesaian adat dilakukan

2 bid.
2 Hilman HadikusumaQp. Cit,Hal. 106.
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beberapa tahap, sejak terjadinya pelanggaran nadat sehingga tercapai

perdamaiarf®

. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada dan penelusuransta@man, baik

dari lingkungan Magister Hukum Universitas Bengkulan Universitas

lainnya, belum ada penelitian sebelumnya dengaml:jutPenyelesaian

Tindak Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang di Dea Lubuk Lesung

Kecamatan Kecamatan Lais Bengkulu Utard Penelitian yang pernah

dilakukan adalah :

No

Nama/Angkatan

Judul

Permasalahan

1.

Bayu Adi Putra/
2009/ Universitag
Bengkulu

5 Pencurian

Pauh
Kelapa

Penyelesaian Tindak Pida

Adat Lembak di Desa Talan
Kecamatan

Melalui Lembag

Pondt

a

g
)] 4

na.

Bagaimana
penyelesaian
tindak pidang
pencurian
melalui lembaga
Adat Lembak di
Desa Talang
Pauh Kecamata
Pondok Kelapa 7
Apa yang
menjadi
hambatan dalan
penyelesaian
tindak pidana
pencurian
melalui lembaga
Adat Lembak di
Desa Talang
Pauh Kecamata
Pondok Kelapa 7

|

|

Adi Nugraha/

2001

Tikam Di

Penyelesaian

Delik Ada

Kecamatan Ai

tl.

Bagaimana

proses

% Ibid.
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Hangat Kabupaten Kerinci

penyelesaian
delik adat tikam
di Kecamatan
Air Hangat
Kabupaten
Kerinci ?
Siapa saja parp
pihak yang
terlibat  dalam
penyelesaian
delik adat tikam
di Kecamatan
Air Hangat
Kabupaten
Kerinci ?

Dwi
2004

Santi
Rahayu/
Universitas
Bengkulu

Peranan Lembaga Prang
Adat Pekal Dalan
Menyelesaiakan
Cempalo  Mulut  Dalan
Masyarakat Adat Pekal (
Kecamatan Putri Hijal
Bengkulu Utara

Perkar

Bagaimana
Peranan lembaga
pranata adat
Pekal dalam
menyelesaiakan
perkara cempalo
mulut dalam
masyarakat Adat
Pekal di
Kecamatan Putr
Hijau Bengkulu
Utara ?

Apa yang
menjadi kendala
lembaga pranat
adat Pekal dalan
menyelesaiakan
perkara cempalo
mulut dalam
masyarakat Adat
Pekal di
Kecamatan Putr
Hijau Bengkulu
Utara ?

=Y

Dio Dores
Mahyudin/2003/
Universitas
Bengkulu

Inventarisasi Mengend
Sanksi Sanksi  Adg
Terhadap Pelanggaran De

1.
11
ik

Adat Dalam Hukum Ad

t

Pekal di Kecamatan Ketahtin

Sanksi-sanksi
adat apa
yang di
sistem
adat

saj
dalam
hukum
Peka

13



Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan
Ketahun
Kabupaten
Bengkulu Utara
?

2. Bagaimana
proses
penjatuhan
sanksi adat yan
dikenakan
terhadap pelak

S—

pelanggaran adg
?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian yelayp dilakukan
sebelumnya adalah sangat berbeda hal ini daphtdiiari adat istiadatnya
dan perbuatan yang menjadi objek permasalahanarpaenya adalah

penyelesaian permasalahan dilakukan secara hukaim ad

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian hukum ini adalah deskriptif. MenuSoerjono
Soekanto penelitian deskriptif yaitu apa yang diakan oleh responden
secara tertulis atau lisan, dan prilaku nyitaMenurut Syaodih
Sukmadinata penelitian deskriptif adalah suatu uergenelitian yang
ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomeaagyada, baik
fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusiamesa itu bisa

berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahauungan, kesamaan,

Spekanto Soerjono, 198®engantar Penelitian HukumJakarta, Universitas
Indonesia, Hal. 32.
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dan perbedaan antara fenomena yang satu dengameeaolainnya.
Penelitian deskriptif merupakan penelitian yangibaha mendeskripsikan
dan menginterpretasikan sesuatu, misalnya kondési hubungan yang
ada, pendapat yang berkembang, proses yang seddaggsung, akibat
atau efek yang terjadi, atau tentang kecendrungang ytengah
berlangsung® Penelitian ini akan memberikan suatu gambararanent
pelaksanaan penyelesaian tindak pidana penghineanrat Adat Rejang
di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatan Lais KatleapBengkulu
Utara.
2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekateaimthempiris
yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkamyataan di
lapangan dengan mengambil data berdasarkan perajala@sponden,
dimana hukum dilihat sebagai fakta karena hukumn akarinteraksi
dengan pranata-pranata sosial lainfiyaPenelitian ini dilakukan di
lapangan dengan mendekati masalah yang akanidisligan sifat hukum
yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup dalasyarakat.
Penelitian hukum ini akan dilakukan di lapangan gyanengharuskan
peneliti mengadakan kunjungan kepada masyarakatbdakomunikasi

dengan anggota masyarakat. Dalam pendekatan im @lenggunakan

% Syaodih Sukmadinata, 200@getode Penelitian PendidikaiRosda, Jakarta. Hal.

72.
% Ronny Hanitijo Soematro, 1998 Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri

Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal. 10.
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wawancara yang termasuk dalam metode pengumpultan miamer.
Dalam pemakaian wawancara mendalam disusun beb@apanyaan
pokok yang tertulis berfungsi sebagai pedoman fa¢reksibel. Selain
data primer yang dikumpulkan melalui metode wawemaaendalam,
dilakukan pula pengumpulan data sekunder, yaita gang telah ada
dalam masyarakat dan lembaga tertentu. Misalnyaelaan buku-buku,

jurnal-jurnal, dan peraturan perundangan yang aaigarknya dengan

penelitian.

3. Metode Penentuan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan objek atau individw ajejala
yang diteliti?’ Dari pengertian di atas yang menjadi populasirdala
penelitian ini adalah seluruh ketua adat, tokohyauadkat dan tokoh

agama serta masyarakat yang terlibat masalah peaghi

b. Sampel
Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud denganpelam
adalah: “setiap manusia atau unit dalam populasig ymendapat
kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai ursdamdsampel atau
mewakili populasi yang akan ditelit® Pengertian sampel menurut

Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah : “sesuatu dippggunakan

2’ Bambang Sunggono, 1996letode Penelitian HukunmRaja Grafindo Persada,
Jakarta. Hal.121.

% Soerjono Soekant@p. Cit, Hal.172.
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untuk menunjukkan sifat suatu kelompok yang lel@kdn atau bagian
dari populasi statistik yang cirinya dipelajari wkt memperoleh
informasi seluruhnya®® Penentuan sampel dalam penelitian ini
menggunakan metodpurposive samplingyaitu pemilihan elemen
sampel dengan cara seng¥jaehingga dalam penelitian ini sampel
sengaja dipilih berdasarkan kriteria dan kecakapasuai dengan
tujuan peneliti $ampelnon randonm. Yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah :

1) Ketua Adat Desa Lubuk Lesung.

2) 3 (tiga) orang Tokoh Adat Desa Lubuk Lesung.

3) 3 (tiga) Pemuka Agama Desa Lubuk Lesung.

4) 3 (tiga) Korban penghinaan di Desa Lubuk Lesung.

5) 3 (tiga) Pelaku penghinaan di Desa Lubuk Lesung.

4. Teknik Pengumpulan Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dataner dan
data sekunder.
a. Data primer
Data primer adalah data yang diperoleh dari peaellapangan
dengan mengadakan wawancara dengan responden sksagan

daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnyaddt@mbangkan

2 Depdikbud RI., 1992Kamus Besar Bahasa IndonesBalai Pustaka, Jakarta.
Hal.872.

%0 J. Supranto, 2003letode Penelitan Hukum dan StatistikRineka Cipta,
Jakarta. Hal. 23.
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pada saat wawancara dengan membatasi pertanyaaa sesmgan
aspek masalah yang diteliti. Data primer ini dipe@kan untuk
memperoleh keterangan yang benar dan dapat menevaiasalahan
yang ada®
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh melaloelpi@n

kepustakaanliprary researcl). Data sekunder diperoleh dari buku-
buku, majalah-majalah, koran-koran, teori-teori Uk peraturan-
peraturan dan internet yang berhubungan dengaik plejeelitian ini
yang sesuai dengan judul skripsi. Data ini digunakantuk

mendukung data priméf.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data
a. Pengolahan data
Dari keseluruhan data yang terkumpul diseleksi atasar
reabilitas (kejujuran) maupun validitas (keabsahBata yang kurang
lengkap tidak dapat dipertanggungjawabkan digugurllan yang
dapat dilengkapi akan diulangi penelitian pada aedpn. Data yang
diperoleh baik data primer maupun sekunder diketmkkgn dan
diklasifikasikan menurut pokok bahasan, kemudiantelidi dan
diperiksa kembali apakah semua pertanyaan telgwias atau apakah
ada relevansinya atas pertanyaan dan jawaban. patg telah

diperoleh akan diolah dengan tahapan-tahapan SdiEgaut:

31 Soerjono Soekanto, 1986p. Cit, Hal. 173.
% Ibid.
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1) Editing datayaitu memeriksa atau meneliti data yang telah
diperoleh  untuk menjamin apakah sudah dapat
dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan.

2) Coding data yaitu penyusunan data yang diperoleh,
dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan disslekina
memperoleh data yang relevan dan dapat
dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat
memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalaha
dalam penelitiari®

b. Analisis data

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa
Pendekatakualitatif sebenarnya merupakan tata cara penelitian
yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yamyadakan
oleh responden secara tertulis atau lisan darkpritggata. Maka
dengan mempergunakan meto#taalitatif, seorang peneliti
terutama bertujuan untuk mengerti dan memahamalayepng
ditelitinya.>*

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitianaofalah
analisis data deskriptif kualitatif, yakni metodeahsis data dengan
cara mendeskripsikan data yang diperoleh ke dalkamttuk kalimat-
kalimat yang baik dan benar. Dengan adanya cafkib@nduktif dan
deduktif. Deduktif yaitu kerangka berpikir dengamara menarik
kesimpulan dari data yang bersifat umum kedalara gahg bersifat
khusus. Induktif yaitu kerangka berpikir dengan acamenarik
kesimpulan dari data yang bersifat khusus ke dalata yang bersifat
umum. Setelah data dianalisis satu persatu sefgmjudisusun secara
sistematis, sehingga dapat menjawab permasalaham g@da dalam

bentuk skripsi.

% Ronny Hanitijo SoemitraQp. Cit.,Hal. 80.
34 Soerjono Soekant@p. Cit.,Hal. 178.
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G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang diberi juduPehyelesaian Tindak
Pidana Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lulagung Kecamatan
Kecamatan Lais Bengkulu Utara”adalah sebagai beriku
BAB | Pendahuluan

Terdiri dari latar belakang, permasalahan yang atkgeliti, tujuan
yang hendak dicapai dari penelitian, kegunaan genelitian, kerangka
pemikiran, metode penelitian yang akan digunakagrtas sistematika
penulisan.
BAB Il Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka membuat pengertian tindak pidaeagiunaan,
pengertian hukum adat, ruang lingkup hukum adat, mfases penyelesaian
konflik adat.

BAB Ill Pelaksanaan Penyelesaian Tindak Pidana IHeagn Menurut Adat
Rejang Di Desa Lubuk Lesung Kecamatan Kecamatass kabupaten
Bengkulu Utara.
A. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Adat Rgjai Desa
Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten BengkulugUtar
1. Kasus Pertama Atas Nama Zkn (pelaku) dan Anbémor
2. Kasus Kedua Atas Nama UJG (pelaku) dan Hrs émrb
3. Kasus Ketiga Atas Nama Bs (pelaku) dan Tmr (&oyb
B. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurat Rdjang Di Desa
Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten BengkulugUtar
1. Penyelesaian tingkat keluarga
2. Penyelesaian melalui Ketua Adat Desa

3. Melalui Lembago Adat
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BAB IV Hambatan Dalam Pelaksanaan Penyelesaian akin®idana
Penghinaan Menurut Adat Rejang Di Desa Lubuk Leski@gamatan
Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara.
BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab kelima terdiri dari kesimpulan dan saran yaiilgemkan atas
permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
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BAB Il

TINJAUAN PUSTAKA

A. Ruang Lingkup Hukum Adat

Istilah hukum adat sebenarnya merupakan terjemdaarBahasa
Belanda yaituAdatrecht sedangkan kata adat apabila diteliti berasal dari
Bahasa Arab yang dapat diartikan sebagai kebiadsanmun tidak semua
kebiasaan dapat menjadi hukum yang selanjutnydgutistengan hukum
adat®

Proses kebiasaan menjadi hukum adat dimulai demggaku
manusia selaku individu yang dilakukan secara tereserus. Kebiasaan
yang semula hanya merupakan kebiasaan manusiau sétakvidu
kemudian diikuti oleh individu yang lain (masyargk&ebiasaan yang
sudah dijalankan oleh masyarakat inilah yang disééngan adat.

Ter Har Bzn Guru Besar dari Belanda yang berjasanda
pembinaan hukum adat dikutip Hilman memberi arkum adat adalah
keseluruhan aturan yang menjelma melalui keputkspotusan
fungsionaris hukum vyang berwibawa serta berpengamdiam
pelaksanaannya dan dita&tBerdasarkan pengertian tersebut maka untuk
menjadi hukum adat haruslah melewati suatu mekanidmerupa

keputusan petugas hukum.

% Hilman Hadi Kusuma, 199Pengantar lImu Hukum AdafAlumni, Bandung, Hal.

% |pid. Hal. 3.
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Arti Hukum adat menurut Soepomo dan Hazairin yargitig
Bushar Muhammad adalah :

Hukum yang mengatur tingkah laku manusia Indonekilam

hubungan satu sama lain, baik yang merupakan kebelu

kelaziman dan kebiasaan (kesusilaan) yang benarbedup di

dalam masyarakat adat karena dianut dan dipertahamkeh

anggota-anggota masyarakat, maupun yang merupakan
keseluruhan peraturan yang mengenai sanksi atasgggaran yang
ditetapkan dalam putusan adat yaitu mereka yang pueyai
kewibawaan dan berkuasa memberi keputusan dalarjanaéat
adat itu, ialah terdiri dari lurah, pengulu agampeambantu lurah,
wali tanah, ketua adat, hakiri".

Menurut van Vollenhoven yang dikutip J.B. Daliyaykhm adat
adalah aturan-aturan hukum yang berlaku bagi ooaagg pribumi dan
orang-orang timur asing, yang disatu pihak mempiusgaksi, dipihak
lain tidak dikodifikasi®® Pendapat lain mengemukakan bahwa hukum adat
adalah hukum vyang hidup ditengah-tengah masyarakang
mendukungnya. Oleh karena itu, sebagai hukum yamduph ia
menjelmakan perasaan nyata dari rakyatnya, hukuat alan terus
menerus tumbuh dan berkembang seperti hidup damataya itu.

Menurut Ter Haar yang dikutip oleh Bushar muhamniadkum

adat ialah seluruh peraturan, yang ditetapkan nd&kgputusan-keputusan

yang penuh wibawa, dan yang dalam pelaksanaantgmaugkan “begitu

37 Bushar Muhammad, 199 Rokok-pokok Hukum Add®radnya Paramitha, Jakarta,
Hal.19
. B. Dalio, 1987Pengantar llmu HukugmAksara Baru, Jakarta, Hal. 18
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saja” artinya tanpa adanya keseluruhan peraturaang y dalam
kelahirannya dinyatakan mengikat sama seXali.

Berdasarkan konsepsi hukum adat tersebut diatas,balderapa
unsur yang terkandung didalamnya, yaitu peratusgatpran yang
umumnya tidak dikitabkan dan tidak dikodifikasik&ersumber pada adat
istiadat bangsa Indonesia, berlaku secara seketikamaksa dan
mempunyai akibat hukum bila dilanggar.

Hukum adat di Indonesia beraneka ragam sesuai denga
keragaman suku bangsa yang mendiami pulau-pulailadiah Indonesia
tetapi nilai dan jiwanya mempunyai kesamaan, namoma dapat saja
berbedd® Oleh karena kebhinekaan hukum adat dan kebudasewa
suku bangsa di Indonesia maka van Vollenhoven tetadmbagi
lingkungan hukum adat di Indonesia menjadi 19 linglan hukum adat
(Rechtkringenf*

Berdasarkan pembagian lingkungan hukum adat tetsefiayah
Hukum Adat Bengkulu Utara khususnya Kecamatan trasih termasuk
wilayah hukum Adat Rejang. Hukum adat Bengkulu &tarerupakan
dasar hukum dan tata tertib kehidupan Suku BangganB Bengkulu
Utara. Karena masyarakat hukum adat merupakan shimypunan

manusia yang tunduk pada suatu kesatuan yangrikigiaoleh penguasa

% Bushar Muhammad, 197@sas-Asas Hukum Adat Suatu Penganfaradnya
Paramita, Jakarta, Hal. 16

40 Soebekti Poesponyoto, 198Asas-Asas dan Susunan Hukum Adatadnya
Paramitha, Jakarta, Hal. 269.

“l Soerjono Soekanto, 1998/eninjau Hukum Adat IndonesigRaja Grafindo,
Jakarta, Hal. 19
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yang timbul sendiri dari masyarakat hukum adat.aPadat ini Suku
Bangsa Rejang sebagian besar berdomisili di daldayaih Kabupaten
Bengkulu Utara.

Salah satu norma hukum adat yang ada dalam hukatRajang
kabupaten Bengkulu Utara adalah norma adat permgidéa norma dan
nilai yang berlaku dalam masyarakat Rejang Bengkitiduwa ini dilanggar,
maka akan diselesaikan dengan pemberian sanksaisida cara dan
prosedur yang berlaku. Pelaksanaan perdamaianRejahg bertujuan
untuk menanamkan rasa persaudaraan, keinsafaenairiusiaan dalam

masyarakat, sekampung halaman dan senasib sepandiri

. Pengertian Hukum Pidana Adat

Istilah hukum pidana adat adalah terjemahan délahsbahasa
belandd'adat delecten recht’atau hukum pelanggaran adat. Istilah-istilah
ini tidak dikenal dikalangan masyarakat atfatlasyarakat adat misalnya
hanya memakai kata-kata “salah” (Lampung), atammtsang” (Sumatera
Selatan), untuk menyatakan perbuatan yang bergartadengan hukum
adat. Misalnya suatu perbuatan dikatakan sumbamogniang kecil”
apabila ia merupakan pelanggaran yang berakibatlaingikan seseorang
atau beberapa orang (sekeluarga, kerabat), datakifia“sumbang besar”

apabila peristiwva atau perbuatan itu berupa kegmhatang berakibat

2 Hilman Hadi Kusuma, 198%ukum Pidana Adat, Alumni, Bandung, Hal. 20
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merugikan dan mengganggu keseimbangan masyarakatulrsea.

Mengutip pendapat | Made Winyana menyatakan bahwa :

Hukum pidana adat adalah hukum hiddpe(living law, diikuti
dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-nendari satu
generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran taphatliran tata
tertib tersebut dipandang dapat menimbulkan kegayara dalam
masyarakat karena dianggap mengganggu keseimbdugams
masyarakat. Oleh karena itu bagi si pelanggar itiberreaksi
adat, koreksi adat oleh masyarakat melalui pencaatamyd

Pengertian ini mengandung tiga hal pokok yaitu:

a. Rangkaian peraturan tata tertib yang dibuat, diitah ditaati
oleh masyarakat adat yang bersangkutan.

b. Pelanggaran terhadap tata tertib tersebut dapainrhetkan
kegoncangan karena dianggap mengganggu keseimbangan
kosmis perbuatan melanggar tata tertib dapat diskbik adat.

c. Pelaku yang melakukan pelanggaran tersebut dakemakan
sanksi oleh masyarakat ad4t.

Hilman hadikusuma mengemukakan bahwa :

a. Hukum pidana adat ialah hukum yang menunjukan {p&as
atau perbuatan yang harus diselesaikan (dihukuemgnk telah
mengganggu keseimbangan masyarakat.

b. Hukum pidana adat lebih menitik beratkan pada aalany

“akibat” sehingga seseorang atau kuasanya hantesnggung
jawab atas akibat ittr.

Lebih lanjut Hilman Hadikusuma menegaskan, bahwagya

dimaksud dengan hukum pidana adat adalah sebatgaithe

Hukum pidana adat adalah hukum yang hidup dan tgkas hidup
selama ada manusia budaya, ia tidak dapat dihapudg&agan
perundang-undangan. Andaikata diadakan juga undadgng
yang menghapuskannya, akan percuma juga malahaomhuk
pidana perundang-undangan akan kehilangan sumkay&annya
oleh karena hukum pidana adat itu lebih dekat hgaonya

Hal. 3

43| Made Wignyana, 198Kapita Selekta Hukum Pidana Addiresco, Bandung,

4 bid.
> Hilman HadikusumaQp. Cit.,Hal. 78
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dengan antropologi dan sosiolagi dari pada hukumungng-
undangarf®

Dari definisi hukum pidana adat di atas, maka dagiambil
kesimpulan sebagai berikut :

a. Hukum pidana adat adalah hukum yang tak tertulis klerfungsi
sebagai pendamping hukum yang tertulis dalam pamatperundang-
undangan.

b. Hukum pidana adat merupakan salah satu alat unarciptakan dan
mengembangkan hukum positif yang akan dibentuk @&an

diberlakukan dimasa akan datang.

. Batas Berlakunya Hukum Pidana Adat

Hukum pidana adat terbatas berlaku pada lingkumgasyarakat
adat tertentu, tidak ada hukum pidana adat yangtdagrlaku diseluruh
masyarakat Indonesia. Hukum pidana adat itu mas#p tberlaku selama
masyarakat adat itu ada tetapi kekuatan berlakusygantung pada
keadaan, waktu dan temfat.

Pidana adat dapat berlaku walaupun ia tidak tertldlam bentuk
peraturan perundang-undangan, karena sifat darsisankum serta cara
penyelesaiannya sesuai dengan perkembangan zantanketaan
masyarakat atau dengan kata lain hukum adat itwrhugang dinamis.
Walaupun peradilan adat sudah tidak ada lagi, itgtam@mdilan adat atau

peradilan perdamaian desa tetap hidup dan dialaln bindang-Undang

“®1bid., Hal. 10.
47 Ibid.,

27



Darurat Nomor 1 Tahun 1951. Sebenarnya sekaliplak tada undang-
undang yang mengakuinya, namun dalam pergaulanarsksy sehari-
hari peradilan perdamaian itu tetap berjalan sesiemigan kesadaran
rakyat dan rasa keadilan yang dihayati rakyat.

Memang benar bahwa terhadap perbuatan kejahataartisep
pembunuhan, pencurian dan delik-delik harta bengkyat pada
umumnya menerima KUHP, tetapi oleh karena kemampu&om pidana
umum itu terbatas dimeja pengadilan dan tidak alegrat melayani setiap
kepentingan rasa keadilan masyarakat, maka mabitutikan adanya
upaya-upaya adat untuk dapat memulihkan kembalieikdmngan
masyarakat yang terganggu. Bushar Muhammad mengseryalayah
berlakunya delik adat bahwa :

Sesudah KUHP berlaku segala delik yang tercantutalainnya

menjadi wewenang dari landraad atau sekarang dipelmgadilan

negeri, untuk delik-delik tertentu seperti delikagda tidak dapat
diadili dan memang tidak terdapat perumusannnyalaia Kitab

Undang-Undang Hukum Pidana, kecuali mengadili patdou

perbuatan yang terdapat didalam KUHP menurut KUHP

merupakan delik adat. Pengadilan negeri tidak beawve
memerintahkan tindakan-tindakan sebagai daya ugpdgga kecuali
sebagai syarat istimewa pada hukuman bers$arat.

Khusus mengenai lingkup berlaku delik adat dapgtaltmi
rumusan Pasal 5 ayat (3) Sub B Undang-Undang Diakaaor 1 Tahun
1951 yang menyebutkan bahwa :

Hukum materiil sipil dan untuk sementara waktupumkum

materil pidana sipil yang sampai kini berlaku untdula daerah
swapraja dan orang-orang yang dahulu diadili okxigpadilan adat

8 |bid,
49 Bushar Muhammad)p. Cit,Hal 73

28



tetap berlaku kaula-kaula dan orang-orang itu denmangertian :
bahwa suatu perbuatan yang menurut hukum masitp hdous
dianggap perbuatan pidana, akan tetapi tiada bgawitya dengan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sipil maka diapgga
diancam dengan hukuman tidak lebih dari tiga bylenjara atau
denda lima ratus rupiah, yaitu sebagai hukuman geentg
bilamana hukuman adat yang dijatuhkan itu tidakutiii oleh
pihak terhukum dan penggantian yang dimaksud demggpadan
oleh hakim dengan besar kesalahan terhukum. Balilamdna
hukum adat yang dijatuhkan itu menurut pikiran haknelampaui
padanya dengan hukuman kurungan atau denda yaradksiich di
atas, maka atas kesalahan terdakwa dapat dikenaimiamn
pengganti setinggi puluhan tahun penjara, dengamggvgan
bahwa hukum adat yang menurut paham hakim tidakaselagi
dengan zaman dan senantiasa mesti diganti sepesgbut diatas.
Bahwa perbuatan yang menurut hukum yang hidup thamggap
perbuatan pidana dan yang ada bandingannya di dElideb
Hukum Pidana Sipil, maka dianggap diancam dengawurhan
yang sama dengan hukuman bandingannya yang paling m
dengan perbuatan pidana itu.

Berdasarkan rumusan Pasal 5 ayat (1) di atas. OSeraw Adiji
menjelaskan bahwa pasal tersebut pada intinya rbatlkgn apakah
pelanggaran itu ada bandingannya atau tidak deKg#iP. Mengenai
persoalan ini Oemar Seno Adji mengemukakan :

Bila pelanggaran itu mempunyai bandingan dalam KUHkBka
hukum adat pidana akan menghapuskan dimana pelamgga
akan dianggap sebagai suatu yang dihadapkan deaghsi, suatu
hukuman yang maksimal yang sesuai dengan tindaknaigang
bersangkutan, dalam hal ini hakim pidana menerajpleaaturan-
peraturan hukum pidana adat tersebut. Walaupun kan a
mempertimbangkan sesuai dengan hukuman yang tiattutkan
di dalam KUHP. Sebaliknya bila tidak ada bandingandengan
KUHP maka hukum pidana akan menambahkan sanksi adat
sebagai hukuman pengganti atau denda kecuali apabikim
pidana itu berpendapat bahwa tidak sesuai lagi aterkg@adaan
sekarang™

¥ Oemar Seno Aji, 198®{ukum Hakim PidanaSinar Grafika, Jakarta, Hal 60
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Berdasarkan pendapat Seno Adji maka dua bentuk rkgkman.
Pertama, perbuatan pidana (kejahatan yang mempyaygkinan dalam
(KUH-Pidana). Kedua, Pebuatan pidana (kejahatag tidak mempunyai

padanan dalam KUH-Pidana).

D. Pengertian Delik Adat

Sifat masyarakat hukum adat berbeda dengan masyameng ada
dikota-kota, karena masyarakat hukum adat sifah gdékirannya religius
magis. Alam pikiran masyarakat yang demikian dimamudukan
manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkanddaa lahir dan
gaib yang harus dijaga suatu saat terganggu. Candailam pikiran
tradisional itu senantiasa masyarakat hukum atesepetuan sebagai satu
kesatuan yang penting karena kedudukan hukum ati&tgdh-tengah
masyarakat untuk menjaga keseimbangan, jika terelanggaran
terhadap hukum adat tersebut maka diberikan saaksisi.

Menurut Ter Har yang ditulis kembali oleh SurojogModipuro,
delik adat adalah:

Mengartikan suatu delik adat itu tiap-tiap ganggudari

keseimbangan, tiap-tiap gangguan pada barang-barategil atau

inmateril milik hidup seseorang atau kesatuan giaes) orang-

orang yang menyebabkan timbulnya suatu reaksi atitgan

reaksi adat ini keseimbangan harus dapat dipulikkanbali>*

Menurut Bushar Muhamad menyatakan Delik adat adaistiu

perbuatan sepihak dari seseorang atau kumpulamapgen mengancam

*1 Soerojo Wignjodipoero, 199%engantar dan Asas-Asas Hukum Adatinung
Agung, Jakarta. Hal 228.
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atau menyinggung atau mengganggu keseimbangan daddadupan
persekutuan, bersifat materil atau inmateril tedpadrang atau terhadap
masyarakat berupa kesatiarBelanjutnya menurut Surojo Wigdjodipuro
menyatakan bahwa :

Pada dasarnya suatu delik adat itu merupakan sndakan yang
melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang rddiam
masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya trieebem
serta keseimbangan masyarakat yang bersangkutara gun
memulihkan kembali ketentraman dan keseimbangan nitaka
terjadilah reaksi-reaksi adt.

Menurut van vollenhoven yang dikutip hilman menkata
mengenai delik adat bahwa : “Perbuatan yang tidalehb dilakukan,
walaupun dalam kenyataannya peristiwa atau penbudia hanya
merupakan sumbang kecil saf4"Lebih lanjut Ter Haar mengatakakan
mengenai pengertian delik adat yang ditulis kemlméh | Made
Widnyana bahwa :

Setiap gangguan segi saee(zijdig terhadap keseimbangan dan
setiap penubrukan segi satu pada barang-barandugem materil
orang seorang, atau dari pada orang-orang banyaknjarupakan
satu kesatuars¢gerombola) tindakan demikian itu menimbulkan
suatu reaksi yang sifat dan besar kecilnya ditemtudeh hukum
adat ialah reaksi adat (adat reaksi) karena reaksina
keseimbangan dapat dan harus dipulihkan kembabafkgkan
dengan cara pembayaran pelanggaran berupa bareargbatau
uang)®

*2Bushar Muhammad, 199@p. Cit,Hal. 67.

%3 Soerojo Wignjodipoerd,oc. Cit.

** Hilman HadikusumaQp. Cit,Hal. 9

% | Made Widnyana, 199ZEksistensi Delik Adat dalam Pembangunlimiversitas
Udayana, Denpasar, Hal.5
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E. Sifat Pelanggaran Hukum Delik Adat

Menurut Soepomo di dalam bukunya Bab-bab Tentanguiu
Adat, segala tindakan yang bertentangan dengannihwadat merupakan
tindakan yang ilegal, hukum adat mengenal juga ajugnaya memulihkan
hukum jika hukum tersebut diperkosa dan tentunykuim adat tidak
mengenal pemisahan antara pelanggaran hukum yangajitniean
tuntutan untuk hukum dalam memperbaiki hukum ddewangan hukum
pidana atau dimuka hakim pidana dengan pelangdardamm yang hanya
dapat dituntut dilapangan hukum perdata didepanrhpkrdata. Selain itu
didalam sistim hukum adat tidak ada perbedaan dpeavaedur) dalam hal
penuntutan acara perdata dan penuntutan secara&iffh

Terjadi suatu pelanggaran hukum, maka petugas huseerti
ketua adat dan pemuka adat mengambil suatu tindik&akrit (adapt
reatie) guna membenarkan hukum yang dilanggar tersebatuSimdakan
yang melanggar hukum seperti tidak melunasi hui@dary memerlukan
pemulihan hukum dalam hal ini hukum dapat dapauldipan dengan
mewajibkan si debitur membayar atau melunasi hubtarigngnya
terhadap tindakan ilegal-ilegal yang lainnya mungb&langgaran hukum
sedemikian rupa sifatnya, sehingga perlu diamtbkebapa tindakan untuk
memulihkan hukum yang dilanggar, umpamanya:
a. Mengganti kerugian kepada orang-orang yang mehjathian.

b. Membayar uang adat atau persekutuan hukum yangriggastan.

*% SoepomoQp. Cit,Hal. 110.
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Terhadap beberapa jenis pelanggaran hukum, petbgkesm
hanya bertindak diminta oleh orang yang menjadib&oy sedangkan
pelanggaran-pelanggaran lainnya petugas hukumnbakti atas inisiatif
sendiri. Ukuran yang dipakai hukum adat untuk marem dalam hal
mana petugas hukum harus bertindak dan dalam had mereka hanya
bertindak berdasarkan permintaan orang yang bemkiegan tidak selalu
sama dengan dengan hukum pidana barat petugas huéjiimbertindak
bila kepentingan umum terkena suatu delik ataunggiaran hukum. Apa
yang merupakan suatu kepentingan tidak selalu Bheraglengan
kepentingan umum menurut hukum barat segala ses@atyasti
berhubungan dengan aliran pemikiran yang menguhsaa tradisional

Indonesia’

. Proses Penyelesaian Adat

Proses penyelesaian secara adat lebih dikenal wlengma
peradilan adat. Yang dimaksud dengan peradilan adtah acara yang
berlaku menurut hukum adat dalam memeriksa, mempznhgkan,
memutuskan dan menyelesaikan suatu perkara kesakdet. Hukum
adat tidak mengenal instansi Kepolisian, Kejaksa@engadilan, dan
Penjara. Tugas pengusutan, penuntutan, peradil@ksdnakan oleh

prowatin adat bersangkutan yang dibantu oleh ocaagg muda®

" SoepomoQp. Cit,Hal. 111.
%8 Hilman HadikusumaQp. Cit, Hal. 106.
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Sistem peradilan dilakukan oleh majelis prowatin ng/a
bermusyawarah dibalai adat atau dirumah kepala Bddaerah Lampung
biasanya kepala adat didampingi oleh seorapgnglakid (pengantar
acara). Keputusan penyelesaian diambil atas dasesyawarah dan
mufakat secara bulat oleh majelis hakim, yang teddiri pemuka desa
yang mengetahui betul keadaan penduduk dan waegayad

Penyelesaian suatu pelanggaran adat dalam masyasaka
bangsa Rejang Bengkulu Utara diselesaikan dengean roasyawarah
yang biasa disebut dengan musyawarah adat yangmiipioleh seorang
ketua adat. Sedangkan di Sumatera Selatan tidakuaseperkara
diputuskan oleh pasirah, sebagai mana dicatat d&@anbur Tjahaja,
bahwa:

Jika terjadi sumbang didalam dusun maka perkartidak boleh

diputuskan oleh pasirah, melainkan perkara ini hknga dibawa

kepada rapat besar (hukum raja). “Sumbang besasKindéhukum
lagi buat “pembasuh dusun” seekor kerbau dan sugikaacil
seekor kambing, beras, kelapa dan lain-lain keperlsedekah

yang cukup. (Pas 27 Bab 1 h.13 S. T))

Sedangkan bahan pembanding dapat digunakan keteyaray
berlaku di Wojo (Bugis) lembaga peradilan adat yaligkukan oleh
“hakim majemuk” yang terdiri dari banyak anggotawatin yang dapat
sampai 40 orang anggota. Di Lampung hal seperthasih berlaku tetapi
hanya 5-7 orang anggota untuk menyelesaikan perkdas walaupun
istilah pasirah dan raad marga sudah tidak ada lagi

Pelanggaran norma adat Rejang di Bengkulu Utara padimnya

dilakukan dengan perdamaian. Proses perdamaiaabtgrsnelibatkan
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ketua adat dan dilakukan secara bertahap dengaseduo tertentu.
Keseluruhan proses ini bagi pelaku sebenarnya rakamp“hukuman”
yang menimbulkan rasa malu bagi pelaku. Di laimapibagi warga adat
lainnya prosesi perdamaian ini menjadi pelajaratulutidak melanggar
norma adat.

Suatu perkara yang sudah selesai diperiksa danili diedus
dibayar biaya sidangnya uang disebut “wang mejall &tanda puserah”
oleh pihak yang dikalahkan. Di Sumatera Selatammdaperkara yang
bertentangan dengan aturan Raja atau adat sepmkarp mencuri,
berkelahi, dan perkara bujang gadis, pasirah tid&h mengambil tanda
serah dari perkara pelanggaran atau kejahatanygtdj diambil tanda
serahnya adalah perkara yang menyangkut harta b@aa2 Bab V h. 32

S.Tj)

. Penyebab Masyarakat menyelesaikan Masalah Delik dSelesaikan
Secara Adat

Dalam masyarakat hukum adat, sering timbul ketegang
ketegangan sosial karena pelanggaran adat yarigikila oleh seseorang
atau kelompok warga masyarakat yang bersangkuteadaan seperti itu
akan pulih kembali bilamana reaksi masyarakat yaegpa pemberian
sanksi adat telah dilakukan atau dipenuhi olehlanggar adat melalui
keputusan peradilan adat, penyelesaian secaratadabut dilakukan

karena merasa satu keluarga dan satu kesatuangfasgtu lembaga adat.
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Penyelesaian masalah delik adat melalui peradildat ani
dilakukan karena masyarakat adat beranggapan balemgelesaian
melalui ini dapat memulihkan kembali keseimbangam &etentraman
masyarakat yang terganggu dan juga putusan dadibem adat nilainya
telah sesuai dengan keinginan dan rasa keadilayamaksit dan juga pada
kenyataannya berjalan cukup efektif.

Hilman Hadikusuma mengemukakan mengenai penyetesaia
melalui peradilan adat bahwa :

Penyelesaian melalui sidang adat oleh lembaga &daan

bertujuan semata-mata mendapatkan putusan yamgnetainkan

penyelesaian yang bijaksana sehingga tergangguesgirkbangan
masyarakat dan para pihak yang berkepentingan dapajadi
rukun kembali tanpa adanya rasa dendam.

Lebih lanjut Bushar muhammad menjelaskan mengeraygbab
masyarakat adat lebih memilih menyelesaikan deliit anelalui peradilan
adat adalah:

Suatu tindakan hukum atau suatu delik apabila eBsgtan melalui peradilan
adat maka pelanggaran yang menyebabkan tergangguaga keseimbangan
dan ketentraman masyarakat dapat diselesaikariksekatjuga®”

Penyelesaian melalui peradilan adat tidak samaatepgnyelesaian
melalui hukum positif karena penyelesaian meladiaitanengenai pemidanaan

selalu menimbang nilai-nilai sosial dan budaya asedsa keadilan dan

kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat, sedangyelesaian melalui

*¥ Hilman HadikusumaQp. Cit.,Hal. 10
% Bushar Muhammad, 1978sas-Asas Hukum Adat Suatu Pengarfaadnya Paramita,
Jakarta. Hal. 55.
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hukum positif mengenai pemidanaan terhadap pelakia pmumnya hanya
menjatuhkan jenis pidana pokok saja.

| Made Widnyana mengemukakan mengenai penyelesysany
dilakukan melalui adat bahwa :

Pemidanaan oleh hakim pidana atas delik (adatsaken kurang
mencerminkan nilai-nilai sosial dan budaya serta rieeadilan dan
kepatutan yang hidup dalam masyarakat adat yansamgkutan,
karena pada umumnya hanya menjatuhkan jenis pidakak saja.
Hal tersebut dipandang tidak dapat mengembalikeseikdangan
kosmos yang terganggu, sebab untuk mengembalikdraryza dapat
dilakukan melalui pemenuhan kewajiban-kewajibart.8da

®1 | Made WidnyanaQp. Cit.,Hal. 4
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BAB Il

PELAKSANAAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENGHINAAN
MENURUT ADAT REJANG DI DESA LUBUK LESUNG
KECAMATAN LAIS KABUPATEN

BENGKULU UTARA

A. Tindak Pidana Penghinaan Menurut Hukum Adat Rejangdi Desa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utara
Kehidupan masyarakat Rejang khususnya masyaraksd Debuk
Lesung berlangsung sebagaimana layaknya kehidummyamakat lainnya,
yaitu terjadi interaksi antara individu satu dendaim, kelompok dengan
individu atau sebaliknya guna terjalinnya kehidupamasyarakat. Di dalam
kehidupan bermasyarakat juga terdapat pergaularphydng sesuai dengan
ketentuan adat istiadat dan tidak bertentangan aemglat istiadat. Untuk
pergaulan yang sesuai dengan ketentuan adat istigid&k menjadi suatu
permasalahan, namun terhadap pergaulan yang lzerg@am dengan adat
istidat merupakan suatu permasalahan yang hareteshiskan secara adat.
Salah satu pergaulan bermasyarakat yang bertemtategayan adat istiadat,

misalnya penghinaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Ddsak Lesung,
Bustamin®®, menjelaskan bahwa pada zaman dahulu bila teegaiian yang

tercela khususnya terjadi penghinaan alam akan membtunjuk, misalnya

62 Bustamin,Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Liawancara tanggal
20 April 2014.
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terjadi hujan terus-menerus, ada bunyi-bunyian kokgam di malam hari,
tanda-tanda ini kemudian dipelajari oleh ketua aglahg memahami,
kemudian perangkat adat seperti Imam, Khatib, Bdah Garim akan
mengambil tindakan yaitu menggumpulkan para tokdat,aagama dan
masyarakat untuk menyelesaikan masalah yang eljalalit

Masyarakat Desa Lubuk Lesung, merupakan masyayakef sangat
mematuhi adat istiadat dalam kehidupan sehari-ya@rikkeadaan tersebut
masih berlangsung hingga sekarang. Masyarakat tsatgjat untuk
melakukan perbuatan-perbuatan yang dikategorikdrupgan melanggar adat
istiadat. Namun demikian, masyarakat Desa Lubukuhgsmerupakan
kumpulan manusia yang tidak luput dari kesalaham kigkhilafan dalam
perbuatan. Sehingga pelanggaran adat tetap s@ditdranya saja tingkat
pelanggaran tersebut kecil kemungkinan walaupyadierSalah satu bentuk
pelanggaran adat yang dikategorikan pelanggarah yategy besar adalah
perbuatan peristiwva penghinaan. Perbuatan perigigmghinaan merupakan
suatu perbuatan yang sangat memalukan, mencoreng Ioak keluarga dan
merupakan suatu perbuatan melanggar adat. Akibdugan ini tentunya
nama baik keluarga yang terlibat penghinaan dipagdauruk di mata
masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Desa Lubedung Kecamatan
Lais Kabupaten Bengkulu Utara terdapat tiga kasesgpinaan, dengan

uraian sebagai berikut :
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1. Kasus Pertama Atas Nama Zkn (pelaku) dan Am (korbah
Zkn® salah satu warga Desa Lubuk Lesung di depan warga
masyarakat Lubuk Lesung menyebut secara teranggmabahwa orang
tuanya telah berhutang kepadanya dan telah duan tdhak bayar dan
melontarkan perkataaan “kalau ngutang tuh marolayamb kalau dak
mampu bayar ngecek ajo,kalau miskin tuh miskin sgagok bak kau
mati telilit utang”. Atas perbuatan tersebut AM gahmalu dan menangis,
padahal menurut AM hutang tersebut telah dibayah alrang tuanya
dahulu semasa masih hidup, hutang tersebut memda§ tibayar
langsung dengan orang tua Zkn, karena kata orangkn hutang tersebut
tidak perlu dibayar dengannya tetapi apabila swadEhuang langsung saja
sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyeralaany tersebut
diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk LesungasAtperbuatan
tersebut AM meminta proses penyelesaian masaldtepada Ketua Adat

Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin.

2. Kasus Kedua Atas Nama UJG (pelaku) dan Hrs (korban)
Hrs®* adalah warga Desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais

Kabupaten Bengkulu Utara, pada tanggal 22 Mare® 2@patnya pada

83 Zkn, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecarlaim wawancara
tanggal 21 April 2014.

% Hrs, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamzis) wawancara
tanggal 22 April 2014.
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pukul 07.30 Wib dimana pada waktu tersebut merupakaktu-waktu
sangat ramai di Desa Taba Baru karena semua waggaibuk nimbang
karet. Hrs adalah warga Desa Lubuk Lesung yang ldaoil memiliki
cacat fisik sejak lahir. Hrs tidak bisa berjalagalenya manusia normal,
walaupun keadaannya demikian Hrs memiliki semaypgag tinggi dalam
bekerja demi menghidupi anak dan isterinya. Pada ldes ingin pergi
bekerja dia berpapasan dengan UJG. Dalam perjaesebut UJG
melontarkan perkataan “pacak nian apo kau kerj@lde bae idak lurus
setau ambo bini kau tula yang kerjo, kau cuman lkpanakan bae”.
Mendengarkan perkataan (hinaan) tersebut Hrs mesasgat terhina,
perkataan merendahkan seperti hal tersebut sudalambgkali Hrs terima
dari UJG, oleh karena itu Hrs mengambil keputusatukumengadukan
masalah kepada ketua adat.
3. Kasus Ketiga Atas Nama Bs (pelaku) dan Tmr (korban)

Tmr®® merupakan warga desa Lubuk Lesung Kecamatan Lais
Kabupaten Bengkulu Utara dan merupakan salah satgasmiskin serta
sudah sangat berumur, saat ini umurnya sudah Tfm.t&ehari-hari Tmr
bekerja sebagai buruh harian penyadap karet deparan milik Idr. Tmr
sudah cukup lama bekerja diperkebunan tersebut ndanjadi orang

kepercayaan Idr. Bs merupakan tetangga kebun diarPhda tanggal 28

% Tmr, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecarrladim wawancara
tanggal 22 April 2014.
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Juni 2012 pukul 09.30 dimana Tmr sedang beristiraitaawah pohon

karet dan tiba-tiba datanglah Bs menghampiri Tmemiudian Tmr

menyambutnya dengan baik akan tetapi Bs malah rael@n perkataan
yang bersifat merendahkan Tmr, Bs berkata “kauaki, tengok la tuo,
tapi hidup kau ni masi numpang-numpang kerjo dermamg, cak nyo
kauni memang keturunan miskin dari kecik sampaj pacak bae sampai
ninggal kau tetap miskin”, mendengarkan perkataasebut Tmr hanya
terdiam dan menundukan kepala, di dalam hatinyairdiam membalas
kata-kata Bs, akan tetapi untuk apa, karena diaangmiskin. Perkataan
Bs tersebut kepada Tmr sudah sangat sering, kdranaudah tidak tahan
lagi dengan kata-kata tersebut, kemudian Tmr merngad kejadian

tersebut kepada Idr selaku pemilik kebun, kemudidn membawa

permasalahan tersebut ke perangkat desa dan pesuakadesa Lubuk
Lesung.

Berdasarkan tiga uraian kasus penghinaan di ataamd
penyelesaiannya warga masyarakat Desa Lubuk Lesefajy menggunakan
hukum adat, tidak diselesaikan melalui badan peEmdimum, penyelesaian
tersebut tidak menciptakan perdamaian antara nagtar kehidupan
masyarakat semakin tegang satu sama lainnya, gghikgamanan dan
ketentraman masyarakat desa tidak ada lagi. Bekdas&eadaan ini, maka

para tokoh adat dan tokoh masyarakat Lubuk Lesusrggammbil sikap, setiap
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permasalahan yang terjadi di masyarakat diselesasecara adat saja.
Penyelesaian secara adat yang berbasis kearifayarakat Rejang, karena

cara ini sangat tepat untuk menjaga keseimbandaduqgan masyarakat.

. Penyelesaian Tindak Pidana Penghinaan Menurut AdaRejang Di Desa
Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utaa

Prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan tingadana
penghinaan menurut hukum adat adat dapat dibagimdéleberapa bentuk
penyelesaian adat yaitu penyelesaian dalam kelugnggkat desa, dan
penyelesaian adat melalui musyawarah adat yangipioleh ketua-ketua
adat masing-masing desa yang terlibat permasaldteanudian dikuatkan
oleh Kepala Desa. Prosedur penyelesaian adat ddakoeberapa tahap, sejak
terjadinya pelanggaran norma adat hingga tercapgieydamaian.

Menurut Ketua Adat Desa Lubuk LesunBustamin bahwa pada
umumnya, dalam hal terjadinya pelanggaran normayata mengakibatkan
cidera, baik lahir maupun batin, inisiatif dari gk keluarga pelaku dan
korban sangat mempengaruhi keberhasilan perdamai2alam Hal
penyelesaian pelanggaran norma adat ini para kefaiadalam menyelesaikan
masalah tersebut harus dengan seadil-adilnya dak boleh berat sebelah.
Penyelesaian melalui adat ini apabila telah digkatimsmaka putusan tersebut
tidak bisa diganggu gugat, hal ini menuButstamin, sesuai dengan salah satu

pokok-pokok aturan adat Rejarfunen pegong pikigberbunyi :
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Api pacak mengajea, api limeu tenunjuk dalen, @péak neloroak,
saleak pengeleak, saleak pemicang, saleak kectdgksde, ku'ang
tenambeak, peteak senabung, jujai neket, besirdiginek, manusio
melitas tana’ak, tun sapie tunawea, benek tuluntayaeg jeminjing,
ca’o besu’'uk magea bumei nelat. Betemeu talang msé&mbeak
berupo ca’c®

Artinya :

Siapa yang memiliki ilmu harus mengajarkan ilmutggpada orang
lain, orang yang tersesat harus ditunjukan jalargy@enar/diluruskan,
yang salah diperbaiki, salah penglihatan, salabkiam salah ucapan,
salah tingkah, yang kurang ditambah, yang patahnthsing, yang
terkulai diangkat, yang terserak dikumpulkan, ordegat ditegur,

orang baru tiba diterima dan disuguhkan sesuatuanzak sesuai

menjaga lingkungan yang harus dihormati sebagaiaamp Tuhan.
Betemu dusun mengangkat sembah berupa cara pergjharrdan
penghargaan.

Supayo barang yo amen si lei njijei ne titik, anserpanes jijei ne
sengak, amen barang yo titik jijei titik nien,Kifijei ne abis

Artinya :

Setiap masalah yang besar dijadikan kecil, kalagalanya panas
dijadikan dingin, kalau masalahnya sudah kecildikjan lebih kecil,
kalau masalahnya kecil dijadikan habis.

Berikut ini uraian proses penyelesaian tindak pada@nghinaan dalam
peristiwva mimak dalam hukum adat :
1. Penyelesaian tingkat keluarga
Berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua Adat Desak
Lesung,Bustamin, menjelaskan bahwa penyelesaian yang dilakukan di
tingkat keluarga, dimana penyelesaian pelanggaeaseliut terjadi di

lingkungan keluarga atau suku dan para pelanggananatau pelaku dan

% Bustamin,Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Liawancara tanggal
20 April 2014.
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korbannya juga masih dalam satu keluarga atau nueddm suku yang

sama. Penyelesaian melalui tingkat kelarga ini aasipadiri oleh para

keluarga dan orang lain diluar dari keluarga tidadeh mengetahui
masalah yang ada atau terjadi dalam lingkungarakgdu Mengenai tahap
penyelesaian dalam tingkat keluarga ini adalah :

a. Para keluarga pelaku atau korban melaporkan kejadiaebut kepada
orang yang dituakan atau yang paling dihormatirddteluarga besar
yang memiliki sifat yang bijak, lurus, berbuat daertingkah laku
benar, disegani, memiliki pengalaman dan mampu eieggikan
masalah.

b. Para keluarga pelaku dan korban meminta kepadaa lkedat untuk
duduk(berunding) untuk menyelesaikan masalah yang terjad

c. Ketua adat meminta kepada para keluarga tersebiuutk utuduk
(berunding) dan secara musyawarah menyelesaikazlahaersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh adat) Vainrin,

Iskandar, Mulyadi®’. Tamrin, menjelaskan bahwa adapun yang hadir

dalam penyelesaian melalui tingkat keluarga ariéana

a. Para pelaku dan korban termasuk keluarganya

b. Ketua adat atau orang dituakan

c. Para anak laki-laki dari pihak keluaga pelaku darén

7 Tamrin, Iskandar, Mulyadi,Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung
Kecamatan LaisWawancara tanggal 20 April 2014.
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Menurut Iskandar, bahwa hasil dari musyawarah tersebut
biasanya pihak korban dan pelaku berdamai sec&edueggaan. Mereka
sama-sama diberikan kesempatakan untuk menyampigikbati mereka
semua terhadap permasalahan yang mereka alamager®gaian ini hati
ini berguna untuk menghilangka prasangka-prasangiag masih
tersimpan di hati masing-masing, setelah perdamagésasaan itu hilang
dan kedua belah pihak menjadi rukun kembali.

Mulyadi, menyatakan bahwgenyelesaian secara adat merupakan
cara yang paling baik menyelesaikan masalah, kapemgelesaian ini
membuat kedua belah pihak mengakui kesalahannymgramsmsing atas
dasar kemauan sendiri dan kesalahan itu diangdpeggaiekekhilafan yang
tidak akan terulang lagi, akibat kekhilafan terdebasa kekeluargaan
diantara mereka menjadi hilang. Sehingga keadaamembuat suasana
menjadi stabil karena kedua belah pihak menyadarbyatan mereka
telah dilakukan sebelumnya.

Menurut Tokoh Agama Desa Lubuk Lesung, ya8udirman,
Muslim dan Hasnul®®. Sudirman, menjelaskan bahwa merupakan
penyelesaian tingkat keluarga merupakan penyeledmgkat pertama
dan pola penyelesaian ini sangat bermanfaat dagjubamagi kedua belah

pihak yang bermasalah. MenumMluslim, bahwa pada proses ini tidak

% Sudirman, Muslim dan Hasnul,okoh Agama Desa Lubuk Lesung Kecamatan
Lais, wawancara tanggal 20 April 2014.
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dikenal sanksi dalam proses penyelesaian, karemgef@saian ini murni
berdasarkan musyawarah kedua belah pihak sajajalsetselesai
musayawarah kedua keluarga dan dihasil keputudsry saemanfaatkan
dan keduanya berjanji bahwa permasalahan ini tadaa terulang lagi
dimanapun saja dan keduanya menggap bahwa yaaditadalah sebuah
kekhilafan.Hasnul bahwa di dalam proses perdamaian secara kekeluagaa
ini perwakilan keluarga korban dan keluarga pelakenyempaikan
kepada Ketua Adat, Tokoh Adat dan Tokoh Agama baperanasalahan
mereka telah selesai dengan baik dan kedua belatk pelah menjadi
rukun dan damai kembali. Lebih lanjut menurttasnul, bahwa
penyelesaian permasalahan pada tingkat keluargla seimuanya berjalan
mulus, adakalanya penyelesaian tingkat keluarga tidak dapat
menyelesaikan masalah, karena kedua belah pihak-sama merasa
paling benar, sehingga penyelesaian tingkat ketualgan ditingkatkan
pada penyelesaian tingkat ketua adat desa.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghigaiiu
Zkn® selaku masyarakat, Desa Lubuk Lesung, menjeladiawa
perstiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 2214an2007, pukul 15.30
WIB dan berawal ketika Zkn salah satu warga DeshukuLesung di

depan warga masyarakat Lubuk Lesung menyebut sexarag-terangan

%9 Zkn, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamladim wawancara
tanggal 21 April 2014.

47



bahwa orang tuanya telah berhutang kepadanya Gdndea tahun tidak
bayar, atas perbuatan tersebut AM sangat malu damamgis, padahal
menurut AM hutang tersebut telah dibayar oleh oré&mgnya dahulu
semasa masih hidup, hutang tersebut memang tidakyati langsung
dengan orang tua Zkn, karena kata orang tua Zkanfutersebut tidak
perlu dibayar dengannya tetapi apabila sudah adg lengsung saja
sumbangkan ke Masjid Desa Lubuk Lesung, penyerafaauny tersebut
diterima langsung oleh Imam Masjid Lubuk Lesungaditperbuatan
tersebut AM meminta proses penyelesaian masaldtepada Ketua Adat
Desa Lubuk Lesung, yaitu Bapak Bustamin. Karenaasgemasih ada
hubungan kekeluargaan maka kejadian tersebut hdisgkesaikan secara
kekeluargaan, dengan melakukan duduk bersama dhrarga korban
dan keluarga pelaku. Pada saat melakukan dudularbargberunding)
baru diketahui bahwa antara korban dan pelaku nrmasinpunyai ikatan
keluarga dan masih dalam satu suku yang sama gehipgnyelesaian
tersebut diselesaikan hanya secara kekeluargaaryelesaian melalui
tingkat keluarga di pimpin oleh ketua adat dan Img@ng memutuskan
apa sanksi yang diberikan kepada pelaku. Karenbatkpenghinaan
tersebut korban merasa terpukul dan sangat malaladid kehidupan

masyarakat Desa Lubuk Lesung.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghigaiiu
Hrs,” diperoleh keterangan bahwa Hrs merasa terhinausi@san UJG
“pacak nian apo kau kerjo, bejalan bae idak luetatsambo bini kau tula
yang kerjo, kau cuman pacak makan bae”. Berdasdrkhtersebut Hrs
mengambil keputusan untuk mengadukan masalah kebeila adat.
Ketua adat menganjurkan agar permasalahan ini wsabdiselesaikan
secara kekeluargaan dulu, apabila permasalahaebigrselesai secara
kekeluargaan, maka ketua adat hanya memberikahatamsihat kepada
kedua belah pihak, supaya permasalahan ini tidakatey lagi. Tetapi
penyelesaian secara keluarga, biasanya tidak nesaykdn masalah,
tetapi merupakan langkah pertama penyelesaian,lusebdilakukan
penyelesaian secara adat. Kerana, menurut Hrs lpsaign secara adat
sekaligus menyadarkan pelaku bahwa perbuatanngabtgr merupakan
kesalahan dan tidak pantas dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan korban penghigaiiu
Tmr,”* diperoleh keterangan bahwa Tmr sudah 75 tahunphidan
mencari penghidupan di desa Lubuk Lesung Kecanlad Kabupaten
Bengkulu Utara. Sehari-hari Tmr bekerja sebagaulburarian penyadap

karet di perkebunan milik Idr, dan menjadi orangdeeayaan Idr. Pada

0 Hrs, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamlzdis) wawancara
tanggal 22 April 2014.

" Tmr, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecarrladim wawancara
tanggal 22 April 2014.
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tanggal 28 Juni 2012 pukul 09.30, ketika Tmr sedaeristirahat dibawah
pohon karet dan tiba-tiba datanglah Bs menghampir, kemudian
melontarkan perkataan “kau ni, aku tengok la tapi hidup kau ni masi
numpang-numpang kerjo dengan orang, cak nyo kaamang keturunan
miskin dari kecik sampai tuo, pacak bae sampaigahgau tetap miskin”,
mendengarkan perkataan tersebut Tmr merasa sanliaiai melaporkan
hal tersebut kepada Idr selaku pemilik kebun, kearuanereka berdua
pergi menemui Ketua Adat, untuk mendapat nasihahyelesaikan
permasalahan mereka. Ketua adat menyerankan agarekane
menyelesaikan permasalahan tersebut secara kejadmaterlebih dahulu
kepada Bs, sebelum diselesaikan secara adat.

Penyelesaian tingkat keluarga, tidak selamanya aksérh
menyelesaikan masalah, adakalahnya perdamaian kethlapihak tidak
menemukan titik temu penyelesaian masalah. Sehinga/elesaian
tingkat keluarga, akan ditingkatkan menjadi persaiEn melalui Ketua
Adat Desa. Dalam penyelesaian tingkat adat desdikarenakan salah
satu pihak merupakan bukan dalam satu desa yang, samg dimana
diperlukan ketua adat desa masing- masing dalasepneerdamaian adat,

maka dari itu tingkat ketua adat ini diperlukan.
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2. Penyelesaian melalui Ketua Adat Desa

Ketua Adat Desa Lubuk LesurBustamin,’® menjelaskan bahwa
penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi pelaragg horma yang
terjadi di dalam satu desa. Mengenai penyelesaigalun adat desa ini
hanya dihadiri oleh orang-orang yang tinggal dadaldesa tersebut saja
tanpa ada orang dari desa lain yang ikut dalameglesgian pelanggaran
norma adat tersebut. Adapun kasus penghinaan yaipatkan ketua
adat antar desa adalah kasus penghinaan terhaddmétalah warga Desa
Lubuk Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulud)gaada tanggal
22 Maret 2012 tepatnya pada pukul 07.30 Wib dimpada waktu
tersebut merupakan waktu-waktu sangat ramai di Deba Baru karena
semua warga lagi sibuk nimbang karet. Hrs adalatgav®esa Lubuk
Lesung yang dari kecil memiliki cacat fisik sejair. Hrs tidak bisa
berjalan layaknya manusia normal, walaupun keadeaudlemikian Hrs
memiliki semangat yang tinggi dalam bekerja demnghedupi anak dan
isterinya. Pada saat Hrs ingin pergi bekerja dipdygmsan dengan UJG.
Dalam perjalan tersebut UJG melontarkan perkatpandk nian apo kau
kerjo, bejalan bae idak lurus setau ambo bini kda yang kerjo, kau

cuman pacak makan bae”. Mendengarkan perkataaaahjirtersebut Hrs

2 Bustamin,Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan ,llawancara tanggal
20 April 2014.

3 Hrs, Korban Penghinaan Warga Desa Lubuk Lesung Kecamizis) wawancara
tanggal 22 April 2014.
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merasa sangat terhina, perkataan merendahkanidegletérsebut sudah

berulangkali Hrs terima dari UJG, oleh karena itus Hnengambil

keputusan untuk mengadukan masalah kepada kettia ada
Tahapan-tahapan penyelesaian pelanggaran norma yang
diselesaikan melalui lembaga adat desa ialah sebaglut :

a. Pihak korban melaporkan kepada ketua adat bahw&eldarganya
telah terjadi peristiwa penghinaan.

b. Ketua adat memanggil para warga masyarakat dan umangkan
telah terjadi penghinaan, kalau ada saksi yang hatelkejadian
diharapkan melaporkan kepada pihak korban.

c. Ketua adat melaporkan bahwa telah terjadi peristpemghinaan
kepada kepala desa.

d. Setelah mengetahui pelaku penghinaan ketua adakejaala desa
memberi tahu kepada keluarga pelaku dan ketuadadiatiesa pelaku
penghinaan.

e. Ketua adat pelaku penghinaan melakukan musyawaratuk u
memastikan bahwa salah satu warganya tersebut bteiah
melakukan penghinaan.

f. Jika pelaku telah diketahui pasti, maka ketua peé&tku penghinaan,
keluarga pelaku mendatangi ketua adat korban naamenguk atau

membesuk korban sekaligus meminta maaf kepadargwan ketua
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adat korban. Pada saat kunjungan ini dapat jugerjedigikan waktu
yang tepat bagi keluarga dan ketua adat pelaku hoeaen untuk
datang kembali guna melakukan musyawdfah.

Menurut Tokoh adat, yaituramrin, Iskandar dan Mulyadi.
Tamrin, menyatakan bahwa pada saat yang telah ditentlieama adat
pelaku, keluarga pelaku beserta para anak lakidakiku datang kembali
ketempat kediaman korban dan keluarga korban telampersiapkan
pertemuan tersebut dengan mengundang ketua adatebpara anak laki-
laki dan juga kepala desa untuk melakukan duduk syawarah).
Musyawarah dilakukan untuk mengetahui permintaankedurga korban,
apabila semua permintaan dari keluarga korban giiggm maka dibuat
perjanjian tidak akan mengulangi perbuatan tersghng diketahui atau
disaksikan oleh kepala desa.

Menurut Iskandar, Setelah menandatangani surat perjanjian
tersebut maka acara ditutup, dan diperjanjikan walking tepat bagi
keluarga pelaku untuk datang kembali memenuhi pdean keluarga
korban seperti yang telah disepakati. Pada saaf yelah ditentukan
keluarga pelaku beserta ketua adatnya mengunjuelgiatga korban
beserta ketua adatnya untuk memenuhi permintaarkelaarga korban.
Penyelesaian yang diselesaikan melalui kedua aas ldisaksikan oleh
kepala desa agar tidak terjadinya berat sebeldaimd@enyelesaian

pelanggaran adat ifAulyadi, menjelaskan lebih lanjut bahwa kedudukan

4 Bustamin,Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Liawancara tanggal
20 April 2014.
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seorang kepala desa dalam hal proses penyelesaiatuinketua adat ini
hanyalah sebagai pihak yang mengetahui dan membmeriyelesaian
pelanggaran adat tersebut.

Menurut Tokoh Agama Desa Lubuk Lesung, ya8udirman,
Muslim dan Hasnul. Sudirman, menyatakan bahwa penyelesaian
melalui kedua adat ini merupakan proses penyelesaitar desa, artinya
kasus penghinaan ini dilakukan oleh warga desauai Desa Lubuk
Lesung, sebagaimana penghinaan yang dilakukanT@désaBaru terhadap
warga Desa Lubuk Lesung. Warga desa Taba Baru sa Daba Baru
menghina Hrs warga desa Lubuk Lesung, di warunggmifjalan lintas
mangatakan, “pacak nian apo kau kerjo, bejalandselurus setau ambo
bini kau tula yang kerjo, kau cuman pacak makari. #stas perkataan ini
Hrs, tidak menerima akhirnya Hrs melaporkan pertahsa ini kepada
Ketua Adat Desa Lubuk Lesung dan permasalahanseiesaikan melalui
ketua adat antar desa.

Sama halnya dengan penyelesaian tingkat keluargiak t
selamanya berhasil menyelesaikan masalah, adakatemgamaian kedua
belah pihak tidak menemukan titik temu penyelesaia@salah. Sehingga
penyelesaian tingkat kedua adat, akan ditingkatkanjadi penyelesaian
melalui Lembago Adat dan tingkat Lembago Adat irapakan proses

penyelesaian masalah yang paling tinggi dalam prpseyelesaian adat.

54



3. Melalui Lembago Adat

Ketua Adat Desa Lubuk LesunBustamin, menjelaskan bahwa
dalam proses persidangan adat referensi yang digakem menetapkan
sangsi adat adalah pokok adat Rejang yang ditingathkeh para leluhur
secara lisan antara lain Béjenjang kenek betanggo tu'tr@dalah dasar
untuk menetapkan besaran sangsi material dengampeneatikan kondisi
ekonomi dan kempuan pelakuSimbing titip, kinyem mengeleikdalah
dasar dalam proses peradilan adat bisa untuk ntekaip keseimbangan
kembali di tengah-tengah masyarak&efhitok buk lem gelpuhgdalah
kearifan adat dalam proses penyelesaian permasakdiangga korban
dan pelaku tidak merasa ada yang dirugikan.

“Tepung tabéabermaksud untuk mendinginkan permasalahan
sehingga meredakan konplik atai usaha untuk meak@ptkeseimbangan
di tingkat kampung sekaligus wujud penyesalan kkpeterhadap pihak
korban.

Menurut Tokoh adat, yaituramrin, Iskandar dan Mulyadi.
Tamrin, menyatakan bahwa Lembago adat adalah suatu psaisi
mengenai pelanggaran adat yang terjadi antaraydggpasatu dengan desa
yang lainnya atau beda desa. Penyelesaian melatbago adat ini

memiliki beberapa tahapan, antara lain :

> Bustamin,Ketua Adat Desa Lubuk Lesung Kecamatan Liawancara tanggal
20 April 2014.
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. Pihak keluarga korban melaporkan kepada ketua lz@latva anggota
keluarganya dihina.

. Setelah ketua adat mendapat pengaduan, maka ladtianalaporkan
pengaduan ini kepada kepala desa dan kaum add& orgncari tahu
siapa pelaku penghinaan tersebut.

. Setelah mengetahui pelaku penghinaan kaum adatkepala desa
memberi tahu kepada keluarga pelaku dan kaum azisrta kepala
desa dimana tempat pelaku berdomisili.

. Kaum adat dan kepala desa pelaku melakukan musgawantuk
memastikan bahwa salah satu anggota masyarakaebuérnsenar telah
melakukan penghinaan.

. Jika pelaku telah diketahui pasti, maka kaum adatkepala desa serta
keluarga pelaku mendatangi kaum adat dan kepaa kierban dan
menjenguk atau membesuk korban sekaligus memiatf nkepada
keluarga. Pada saat kunjungan ini dapat juga @dipgtan waktu yang
tepat bagi keluarga dan kaum adat serta kepalapedsleu untuk datang
kembali guna melakukan musyawarah.

Pada saat yang telah ditentukan, kepala desa dangbat adat beserta
keluarga pelaku datang kembali ketempat kediamarbako dan
keluarga korban telah mempersiapkan pertemuan btgrsdengan

mengundang kepala desa beserta kaum adat untukukata duduk
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(musyawarah). Musyawarah dilakukan untuk mengetg@®umintaan
dari kelurga korban, apabila semua permintaan kiuarga korban
disanggupi maka dibuat perjanjian. Menurut kebiasasi dari
perjanjian ini ialah pihak korban tidak akan merajah kericuhan atau
main hakim sendiri dan untuk pihak pelaku diwajibkenengganti
kerugian yang telah ditentukan dalan ibu undang eelapan sesuai
dengan perbuatan yang telah dilakukannya. Setelahjarjian
disepakati maka kedua belah pihak menandatangganpan tersebut
dan perjanjian ini juga diketahui oleh kepala desaing-masing pihak.

g. Setelah menandatangani surat perjanjian terseblké meara ditutup.
Dan diperjanjikan waktu yang tepat bagi keluargialpe untuk datang
kembali memenuhi permintaan keluarga korban sepenig telah
disepakati.

h. Pada saat yang telah ditentukan keluarga pelalertadsepala desa dan
kaum adat mengunjungi keluarga korban beserta &efedanya untuk
memenuhi permintaan dari keluarga korBan.

Menurut Iskandar, bahwa setelah proses pelaksanaan
musyawarah adat, maka akan ada Sekapur Sirih yangpakan wujud
dari ireak ngen ca’oatau tata cara adat. Dalam menetapkan sanksi adat,

masyarakat adat Rejang mempedomani tata aturanyadat tersusun

® Tamrin, Iskandar, Mulyadi,Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung
Kecamatan LaisWawancara tanggal 20 April 2014.
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dalam buku Undang-Undang Simbur Cayo sehingga saakksi adat
kebanyakan berwujud sanksi material pada hal ddkten aturan atau
pokok adat Rejang, sanksi yang diberikan adalabssawosial dan moral
seperti dikucilkan, diusirkan dan lain-lain. Kitiimdang-Undang Simbur
Cayo masyarakat adat Rejang mengenal sanksi matnsabut dengan
satuan uang Real. Biasanya sanksi material yangndikan terhadap
pelaku sejumlah 12 Real atau Rp 120.000,- (Serdtwss puluh ribu
rupiah), dengan rincian Rp 100.000,- digunakan luntembeli peralatan
sekapur sirih, setawar sedingin dan punjung pergdamadat, serta Rp
20.000,- sebagai denda adat yang diserahkan kéfztda Adat’’

Menurut para Tokoh Adat yaittamrin, Iskandar dan Mulyadi
bahwa di dalam menyelesaikan permasalahan, masyaménempuh jalur
adat ini dikarenakan beberapa faktor, yaitu sebiagyakut :

1. Meminimalisir timbulnya gejolak sosial
Tamrin, menyatakan bahwa di Desa Lubuk Lesung Kecamatan
Lais masyarakat yang memiliki perkara sering kadhgelesaikan perkara
yang dihadapinya dengan jalur hukum adat baik iwkgra perdata
maupun perkara pidana. Berdasarkan hasil peneldiabesa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais adanya mayarakat yang meaylkde perkara

khususnya delik hina melalui hukum adat setempatam® hal tindak

pidana hina penyelesaian melalui lembaga adat rpjas&edua belah

" |skandar, Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatais, L
Wawancara tanggal 20 April 2014.
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pihak berdamai dan pada akhirnya kedua belah gitiatenjadi suatu
ikatan keluarga, ini di karenakan kedua belah pihetasa keputusan
yang ditetapkan oleh peradilan adat sudah cukug®di

Menurut Iskandar, bahwa dengan adanya rasa adil ini kedua
belah pihak tidak akan memperpanjangkan permasalghag ada dan
tidak akan melahirkan gejolak sosial. Karena apalgltusan yang
ditetapkan tidak adil maka pihak yang merasa dkaigiakan mengambil
tindakan dengan dasar emosional yang pada akhakeg@a menimbulkan
gejolak-gejolak sosiaf’

Berdasarkan keterangan sesuai dengan pengalamgnteradi
pada keluarga korban. Keluarga korban mengatakawad@ada saat itu
salah satu keluarga kena hina yang menyebabkamralsadan terpukul
oleh hinaan salah satu warga desa tetangga yangliaDa&sa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais, peristiwa ini langsung ditkpn kepada Ketua
Adat dan Ketua Adat langsung melaporkannya kepageal& desa dan
masyarakat desa. Pihak kelurga korban menempuh gdkat ini karena
pihak kelurga merasa percaya bahwa putusan yangdikapai melalui
jalur adat akan lebih adil dan dirasakan lebihksigana.

Lebih lanjut Iskandar, menjelaskan bahwa putusan yang diambil
pada saat itu menetapkan bahwa pihak pelaku hagagganti rugi atas

peristiwa tersebut. Dengan adanya putusan ini keééleh pihak merasa

8 Tamrin, Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamadis) Wawancara
tanggal 20 April 2014.

" |skandar, Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatais, L
Wawancara tanggal 20 April 2014.
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bahwa putusanya telah cukup adil, dan juga respomnsinjelaskan bahwa
pada akhirnya kedua belah pihak menjadi satu kgduddengan adanya
rasa kekeluargaan inilah maka pihak korban mauplakp tidak akan

memperpanjang masalah. Pihak korban menganggagtiwariini adalah

suatu musibah, begitupun pihak pelaku menganggesgtipea ini adalah

suatu kekhilafan.

Mulyadi, menyatakan bahwa setiap masyarakat yang
menyelesaikan perkaranya melalui lembaga adat ierrasa yang
penyelesaian yang ditetapkan oleh peradilan adatukup adil sehingga
masyarakat tidak lagi memperpanjang masalahnya.gdyenadanya
penyelesaian seperti ini sudah pasti tidak akangailebatkan gejolak
sosial antara pihak korban dengan pihak pelakukdramasyarakat
disekitarnya®

2. Proses penyelesaian adat tidak berbelit-belit dak tmemakan waktu
lama

Tamrin, menyatakan bahwBroses penyelesaian perkara melalui
jalur  hukum sering kali menemui hambatan-hambataaland
menyelesaikan setiap perkara yang dihadapi. Sekamlg hambatan-
hambatan ini muncul dari aparat penegak hukum dndisi, seperti
lamanya proses pengusutan suatu perkara, penygelesaig berbelit-belit
dan memakan waktu yang lama. Hal ini sering kalinga&ibatkan

masyarakat enggan untuk menyelesaikan suatu peykag dialaminya

8 Mulyadi, Tokoh Adat Masyarakat Desa Lubuk Lesung Kecamatais, L
Wawancara tanggal 20 April 2014.
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untuk menempuh jalur hukum formal, bahkan serinlg tasil dari jalur
hukum ini dirasakan kurang adil. Dengan adanyaiteeaeperti ini
sebahagian masyarakat dalam menyelesaikan perimasalayang
dihadapinya sering kali menyelesaikannya dengam-jalur non formal
seperti dengan musyawarah, perundingan, bahkanamaksy ada yang
melalui penyelesaian dengan cara hukum adat seghefiesa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais.

Menurut para tokoh agama, yaitBudirman, Muslim dan Hasnul
Menurut Sudirman, bahwa masyarakat beranggapan penyelesaian melalui
adat ini tidak memakan waktu yang lama dan prosg@utidak merepotkan
karena tidak banyak lembaga yang menangani masatbut. Penyelesaian
yang dilakukan malalui adat ini selain dirasakakuguadil dan karena tidak
memakan waktu yang lama dan juga tidak berbelit-bel

Muslim menyatakan bahwagenyelesaian tingkat lembago adat
merupakanpenyelesaian tingkat akhir dalam hukum adat. Apabkicara
lembago adat tetap tidak ada jalan penyelesaiaka p@rmasalahan ini akan
ditingkatkan lagi ke penyelesaian menurut ketentbakum yang berlaku.
Tetapi hingga saat ini tidak ada permasalahan peagh di Desa Lubuk
Lesung yang tidak dapat diselesaikan secara adadda dengan Muslim,
Hasnul menyatakan bahwa hukum adat di Desa Lubuk Leswasghnberlaku
dengan baik dan seluruh masyarakat sangat mengaad&n menghargai
hukum adat, hukum adat Rejang secara agama tida&ntengan dengan

ajaran agama Islam. Hukum adat, masyarakat dasnagagyama Islam berjalan
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bersamaan saling memberikan ajaran yang baik dadwaupun di akhirat
bagi seluruh masyarakat Desa Lubuk Lesung.

Menurut Zkn, selaku korban penghinaan mengatakan bahwa
penyelesaian malalui adat ini lebih cepat maksudmyabila terjadi suatu
pelanggaran norma adat kaum adat langsung meng@iesaasalah tersebut
dan prosedurnya tidak berbelit-belit. Kalau melalur hukum formal selain
lambat dan prosedurnya berbelit-belit yaitu apat®igadi sutu pelanggaran
atau suatu tindak pidana maka prosesnya panjatgyaialui kepolisian lalu
kepengadilan dan itu menurut responden memakaruwalktg lama. Mereka
merasa apabila melalui jalur hukum formal, sangatemotkan dan belum
tentu putusan tersebut cukup adil.

Hrs, menyatakan bahwa penyelesaian melalui adat tidak
menimbulkan gejolak sosial dan dapat menyelesagermasalahan antara
pelaku dengan korban atau pihak korban. Sehingg& terjadi rasa dendam
dibelakang hari baik antara korban dengan pelakwpoa antara antar
keluarga korban dan keluarga pelakmr, menyatakan bahwaenyelesaian
secara adat meningkatkan rasa kekeluargaan danmpgé&k&an dalam
kehidupan bemasyarakat, karena para tetua adabkiaim masyarakat saling
mengayomi menjaga tatanan kehidupan masyarakat desa

Menurut AM, selaku korban penghinaan menyatakan bahwa
penyelesaian tindak pidana penghinaan secara adatpakan cara yang
terbaik bagi kedua belah pihak, karena perdamaiab membuat hubungan

kedua belah pihak kembali terjaga dengan baik. iéaagpa yang diucapkan

62



terhadap korban tidak sepenuhnya dari hati, teriad@apan tersebut hanya
ucapan lelucon saj&lJG, menyatakan bahwpelaku menyadari bahwa apa
yang diucapkan tersebut walapun lelucon menurutkaertetapi bagi korban
ucapan tersebut sangat menyakitkan hati dan perasahingga mereka
berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya teiseliaelakang hariBs,
menyatakan bahwa ia sangat menyesal dan menydailaai acapakannya ia
terkena masalah besar, dan membuatnya sangat malasglarakat, karena
ibarat pepatah ucapan dalam pergaulan ibarat gepatalut mu harimau
mu”, artinya salah berucap dalam pergaulan dapanjadie kehidupan
masyarakat menjadi terganggu dan menjadikan yangée dikucilkan oleh
masyarakat sekitarnya sendiri.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwakgseiaan
penyelesaian tindak pidana penghinaan menurut Refaing di Desa Lubuk
Lesung Kecamatan Lais Kabupaten Bengkulu Utarauldindari ditingkat
keluarga, dimana penyelesaian pelanggaran tersjaidi dilingkungan
keluarga dan para pelanggar norma atau pelaku ddrarknya juga masih
dalam satu keluarga, apabila penyelesaian masiak terselesaikan maka
akan ditingkatkan melalui kedua adat. Penyelesaielalui ketua adat adalah
penyelesaian tingkat kedua, penyelesaian ini ddakuangsung oleh ketua
adat terhadap para pihak yang bermasalah, apabiaagalahan terjadi antar
desa, maka ketua adat antar desa akan bertemu uméuyelesaikan
permasalahan tersebut, apabila tingkat ketua adtdp ttidak dapat

diselesaikan maka penyelesaian masalah ditingk&ixgrenyelesaian melalui
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lembaga adat. Penyelesaian secara Lembago Adatmelgbatkan para ketua
adat, tokoh-tokoh adat yang tertua, para tokohftoigama. Penyelesaian
dilakukan melalui sidang adat yang dimpimpin lamgsoleh ketua lembago
adat, guna menyelesaikan permasalahan yang tegadigga keseimbangan
kehidupan masyarakat desa secara keseluruhan keertath, aman, tentram

sebagaimana semestinya.

64



